
SALINAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR ^ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang....
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana 

Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5299);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Daerah...,
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 142);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintah an yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali,

4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali.

5. Anggaran....
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5.

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnta disingkat 
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan 

kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD,

7. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintah an Daerah.

8. Rencana Keija dan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah^ 
yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang 
memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang 
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 
memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan 
pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban 
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak 
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas 
kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun 
sebelumnya serta untuk bantu an sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

15. Bencana....
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15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 

lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, an gin topan, tanah langsor, dan kejadian antariksa/ 

benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor 

alam.

16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain 

berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modemisasi, epidemi, 
wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran 

lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.

17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok atau an tar komunitas 

masyarakat dan teror.

18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya 

kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara 

epidemi logis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.

19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas 

dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi 
bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap 

darurat, dan transisi darurat kepemulihan.

20. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman 

Bencana teijadi dan telah mengganggu kehidupan dan 

penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB 

adalah rencana kebutuhan balanja untuk kebutuhan tanggap 

darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam
pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja 

Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan 

dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4.......
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Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria Belanja Tidak Terduga;

b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;

c. tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan

d. tata cara pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan Belanja Tidak 

Terduga.

BAB II
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 5

Kriteria Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas 

beban APBD untuk keadaan darurat tennasuk keperluan mendesak 

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas 

kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun 

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau 

Kejadian Luar Biasa;
b. pelaksanaan operas! pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 

anggaran beijalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib;

c. pengeluaran....
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c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan pemndang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 

Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum
tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD 

dan/atau Perubahan DPA SKPD.

(4) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD tahun berkenaan,

(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan 

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
Daerah yang bersifat tidak berulang yang teijadi pada tahun 

sebelumnya.

(6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

untuk kriteria penerima ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

(1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan 

pada kode rekening kelompok Belanja Tidak Terduga, jenis 

Belanja Tidak Terduga, obyek Belanja Tidak Terduga, dan rincian 

obyek Belanja Tidak Terduga.

(2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

(3) Penggunaan Belanja Tidak terduga apabila tidak mencukupi 

untuk mendanai keadaan darurat, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, 
dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam 

tahun anggaran beijalan; dan/atau

b. memanfaatkan.
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b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegjatan 

lainnya diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA 

SKPD.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

(1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai 

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat untuk Bencana 

Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial termasuk konflik 

sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

b. berdasarkan penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati 

dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan 

sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada 

PPKD selaku BUD; dan

c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana 

kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPD yang 

membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling 

lambat 1 (satu) hari keija terhitung sejak diterimanya RKB.

(2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai 

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran 

dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD 

yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja 

Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA 

PPKD;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja 

Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 

Perubahan DPA PPKD; dan

c. RKA PPKD....
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c. RKA PPKD dan/atau Perubahan DPA PPKD sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 

melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam 

laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan 

perubahan APBD.

(3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan 

keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja 

Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA 

PPKD;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja 

Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam 

Perubahan DPA PPKD; dan

c. RKA PPKD dan/atau Perubahan DPA PPKD sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam 

melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam 

laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang 

tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan 

perubahan APBD.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN 

BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pencairan, Pelaksanaan, Penatau sahaan, dan 

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Pasal 9

(1) Tata Cara Pencairan Belanja Tidak Terduga dapat melalui mekanisme:

a. surat perintah membayar langsung; atau

b. surat perintah membayar tambah uang.

(2) Tata cara.
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2)

3)

4)

5)

(2) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme surat perintah 

membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilaksanakan sebagai berikut;

a. permintaan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan guna 

mengatasi/menanggulangi Bencana diajukan kepada Bupati oleh Kepala 

SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, dengan dilampiri:

1) surat pemyataan Bencana dari Bupati;

surat permohonan kepada Bupati untuk pencairan dana dari Belanja 

Tidak Terduga dari Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai tugas 

dan fungsi, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini;

bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;

surat pemyataan tanggung jawab mutlak, dengan contoh format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Keputusan Bupati Boyolali tentang Pencairan Dana Belanja Tidak 

Terduga.

b. bendahara SKPKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a berdasarkan perintah Bupati, dengan membuat surat 

perintah pembayaran langsung yang dilampiri dengan kelengkapan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. kuasa BUD mencairkan sejumlah anggaran berdasarkan permintaan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diserahkan kepada 

bendahara pengeluaran Perangkat Daerah atau kepada pihak lain yang 

ditentukan dalam dokumen permohonan pencairan.

(3) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme surat perintah 

membayar tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan sebagai berikut:

a. permintaan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan guna 

mengatasi/menanggulangi Bencana Alam diajukan kepada Bupati oleh 

Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, dengan 

dilampiri:

1) surat pemyataan Bencana dari Bupati;

2) surat permohonan kepada Bupati untuk pencairan dana dari Belanja 

Tidak Terduga dari SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi;

3) RKB....
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3)

4)

RKB, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
dan

c.

d.

Keputusan Bupati Boyolali tentang Pencairan Dana Belanja Tidak 

Terduga.

b. bendahara SKPKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a berdasarkan perintah Bupati, dengan membuat surat 

perintah pencairan tambah uang yang dilampiri dengan kelengkapan 

dokumen sebagaimana disebutkan pada huruf a;

kuasa BUD mencairkan sejumlah anggaran berdasarkan permintaan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diserahkan kepada 

bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;

SKPD menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran kepada 

Bendahara SKPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan 

lengkap dan surat pemyataan tanggung jawab mutlak atas belanja 

tersebut; dan

e. jika terdapat sisa uang atas Belanja Tidak Terduga yang diterima oleh 

SKPD, maka SKPD hams menyetorkan sisa uang tersebut ke kas Daerah 

pada saat pertanggungjawaban.

(4) Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara 

pengeluaran pada SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

(5) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, bertanggung jawab 

secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga yang 

dikelolanya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

(1) Bupati membuat laporan bulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

tentang pertanggungjawaban dana Belanja Tidak Terduga.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Inspektorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, 
pengendalian intern, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Belanja Tidak 

Terduga.

BAB VI.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BOYOLALI

KARTININGSIHAGNES SRI
Pembina Tingkat I 

NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 0 TAHUN 2021 
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

1 (satu) berkas 
Permohonan Pencairan 
Belanja Tidak Terduga

. (tempat/ tgl / bln / thn) 

Kepada
Yth. Bupati Boyolali 
di
Boyolali

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor... Tahun... 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Boyolali, bersama ini kami mengajukan permohonan
pencairan Belanja Tidak Terduga sebesar ........................dengan
rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bah an pertimbangan Bapak, bersama ini kami 
sampaikan persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga sesuai 
dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor... Tahun... tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan 
Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami 

PERANGKAT DAERAH

(Nama/ Pangkat/ NIP/ditandatangani 
dan dicap)

BUPATI a

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLAU 
NOMOR 9 TAHUN2021 
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama 
NIP
Jabatan 
Alamat

Berkenaan dengan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari
Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Boyolali untuk kegiatan........................................................sebesar
Rp.......................................... (.......................................... rupiah).
Dengan ini menyatakan kesanggupan:
1. mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai rencana 

kebutuhan belanja/kontrak yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Boyolali melalui 

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
3. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas 

penggunaan dana belanja tidak terduga yang diterima.
4. akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan rencana 

penggunaan yang telah disetujui.
5. bersedia diaudit secara independent sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Demikian Surat Pemyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya.

Boyolali.................................................

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(Nama/ Pangkat/ NIP/ ditandatangani 

dan dicap)

BUPATI BO

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR 9 TAHUN 2021 
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Lampiran
Surat Permohonan 
Belanja Tidak Terduga
Nomor : ...................
Tanggal :...................

Pencairan

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

NO URAIAN KEGIATAN/
PENGGUNAAN

JUMLAH (RP) KETERANGAN

1.

2.

dst

Boyolali,.

PERANGKAT DAERAH

(Nama / Pangkat / NIP/ ditandatangani 

dan dicap)

BUPATI B'

MOHAMMAD SAID HIDAYAT



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLAU 
NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA 
YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BOYOLAU

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Boyolali,............................

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal Laporan Penggunaan 

Belanja Tidak Terduga

Kepada Yth :
Ketua DPRD Kabupaten Boyolali 
di
Boyolali

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor... Tahun... 
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Boyolali, maka kami laporkan penggunaan Belanja 
Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

NO PERANGKAT
DAERAH

No/Tgl
SP2D

URAIAN
PENGGUNAAN

JUMLAH
PENCAIRAN

(Rpl

SPJ
(RP»

SISA
(Rp)

Ket

1 Dinsos xx/xx
X

- XXX XXX XXX XXX XXX

2 Dst...

3

Jumlah XXX XXX XXX XXX

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BOYOLALI,

(ditandatangani dan dicap) 

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

BUPATI

MOHAMMAD SAID HIDAYAT


